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CEK PASUKAN: Bupati Kepahiang, Kapolres Kepahiang, dan Dandim Rejang Lebong
mengecek pasukan dalam Apei Tiga Pilar di Mapolres Kepahiang, kemarin (2/6).

Membahas Temuan BPK,
Dewan Bentuk Pansus
KEPAHIANG - Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Provinsi
Bengkulu sudah diterima
pimpinan DPRD Kepahiang.
Menindalanjuti LHP itu, ke
marin (2/6), DPRD Kepahiang
menggelar rapat paripurna.

Rapat yang digelar fraksi-
fraksi itu, menyetujui kalau
pada pembahasan LHP-Lap
oran Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD)agar dibentuk
pansus yang jumlahnya se-
banyak 12 orang.

Anggota pansus yang telah
terbentuk itu adalah Andrian
Defandra, SE sebagai koordi-
nator pansus) dan Nurrahman
Putra selaku Ketua Pansus.

Ditambah 11 anggota lainnya
yakni Widia Hartini, Ice Rak-
izah Syafie, M.Kes.

Widia Hartini, Rica Denis,
S.Si, M.Si, Wansah, Inalia, STP,
Abdul Haris, SE, Eko Guntoro,
Hamdan Sanusi, Drs. Ahmad
Rizal, Edwar Samsi, S.IP, MM,
H. Zainal, S.Sos, MM.

"Masa kerja pansus ini se-
lama satu minggu, atau tujuh
hari. Mulai Senin ini pansus
bekerja membahas LHP-LKPD
tersebut," kata Andrian.

Hingga sekarang pansus
belum tahu persis item apa
saja yang menjadi catatan
dari BPK berkaitan dengan
LHP-BPK yang sudah dis-
erahkan tersebut. "Kami
belum tahu, apa yang jadi

catatan, TGR atau perbaikan
administrasi/'jelas Andrian.

Nanti setelah selesai diba-

has, pansus akan memberi-
kan catatan-catatan strategis
terkait temuan yang tertera
di LHP-BPK tersebut. "Kalau

ada yang kerugian negara
jelas akan beri catatan," im-
buh Andrian.

Diketahui BPK RI Perwaki

lan Provinsi Bengkulu mem-
beri predikat Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) kepada
Pemkab Kepahiang atas pen-
gelolaan keuangan tahun
2017. Juga ada beberapa
temuan yang jadi catatan
BPK diantaranya kelebihan
pembayaran biaya opera-
sionaldanSPPD.(zie)
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